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ABSTRACT

Salah satu ancaman nyata bagi kehidupan manusia adalah kelaparan atau kekurangan pangan. Peningkatan signifikan
dalam populasi manusia, reorganisasi cepat ruang pertanian, perubahan etos dan sistem mata pencaharian, serta
kurangnya penguasaan teknologi pertanian merupakan penyebab ancaman ini. Sebagai destinasi wisata dan kota
pendidikan, Yogyakarta juga menghadapi ancaman ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya sebagai
salah satu provinsi dengan kerentanan pangan tinggi. Pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan, serta
ketersediaan lahan pertanian, merupakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan ini, program
Lumbung Mataraman dirumuskan. Program ini mencakup langkah-langkah transformatif dan progresif oleh
Kesultanan Yogyakarta untuk mendukung Lumbung Mataraman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan
kekuasaan deliberatif yang dibentuk oleh sistem monarki tradisional dalam memberikan akses ke lahan kesultanan
untuk mendukung program Lumbung Mataraman dalam pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode
kualitatif dari perspektif etnografi pasca-kritis di beberapa daerah pedesaan di Bantul, studi ini menjelaskan
munculnya hubungan kekuasaan deliberatif. Istana Yogyakarta, sebagai pemilik tanah-tanah kesultanan, telah
memberikan akses seluas-luasnya kepada lembaga sosial Lumbung Mataraman untuk memanfaatkan tanah-tanah
tersebut dalam pengembangan jenis-jenis pertanian dan unit-unit usaha pendukung. Inisiatif-inisiatif anggota, yang
disempurnakan menjadi inisiatif kelompok musyawarah, telah memberikan perspektif baru mengenai hubungan
kekuasaan di dalam sistem monarki yang ada.

Kata Kunci: Tanah Kesultanan, hubungan kekuasaan yang deliberatif, sistem monarki, Lumbung Mataraman,
Pertanian Berkelanjutan, dan Etnografi Pasca-Kritik.

1. PENDAHULUAN

Dua isu global yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk dunia adalah ancaman kelaparan dan
kemiskinan yang meluas (Harttgen & Seiler, 2023). Kedua isu tersebut saling terkait. Kemiskinan yang
merajalela menimbulkan ancaman kelaparan bagi penduduk. Sebaliknya, kelaparan yang parah menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas rendah, terbatas, dan rentan (Rukundo & Oniang’o, 2024). Pertumbuhan
manusia terhambat (stunting) merupakan gejala awal ancaman kelaparan (Abusaada & Elshater, 2024).
Demikian pula, fenomena kebiasaan makan yang tidak teratur dan tidak sehat di kalangan keluarga pedesaan
menyoroti isu penting terkait ketahanan pangan. Untuk mencegah kedua kejadian tersebut, Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan program Lumbung Mataraman (Danugroho et al., 2025b).

Kata Lumbung merujuk ke sebuah istilah lama, yang berarti “gudang, sebuah tempat persediaan, sebuah
wadah besar sejumlah makanan” (Rachmat et al., 2016; Rinardi et al., 2017; Saraswati & Pratiwi, 2024).
Makanan-makanan yang disimpan pada umumnya adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, kelapa,
kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sementara kata “Mataraman” merujuk pada suatu entitas kerajaan yang
pernah berkuasa di masa sebelumnya, dan berubah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta (MacRae & Reuter,
2020). Kata “Mataraman” berarti merujuk pada semua wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di masa lalu
(Riawanti, 2017) Jadi, Lumbung Mataraman secara bahasa berarti “Gudang makanan dari Kerajaan Mataram”.
Secara terminologi, Lumbung Mataraman diartikan sebagai program keamanan dan ketahanan pangan
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada sistem pertanian
berkelanjutan dan pertanian terpadu yang didukung oleh jenis-jenis usaha pertanian pelengkapnya. Selain
menjaga penduduk dari kelaparan, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya
para anggota dari lembaga-lembaga tersebut (Y. S. Susilo, 2010a; Widiyanto, 2019). Terminologi ini memiliki
kemiripan dengan “Lumbung Desa”, sebuah istilah yang diperkenalkan selama era Orde Baru untuk
mendukung swasembada beras pada tahun 1980-an dan 1990-an (Anisya & Waluyati, 2019; Hartatik et al.,
2023).

Kehadiran program Lumbung Mataraman di Yogyakarta adalah signifikan. Pada tahun 2025, Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat setidaknya ada 53 Lumbung Mataraman yang dikembangkan di
wilayah pedesaan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul
teridentifikasi sebagai wilayah yang memiliki kelompok dan aktivitas Lumbung Mataraman relatif besar
dibandingkan kabupaten lainnya (23 unit). Salah sataunya adalah Lumbung Matarama Timbul Asih. Di sisi
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lain, wilayah Bantul memiliki tanah kesultanan yang relatif besar dibandingkan wilayah lain. Keberadaannya
memiliki korelasi yang kuat dengan proses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan untuk tujuan pertanian
berkelanjutan sebagaimana yang dikembangkan program Lumbung Mataraman ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, penurunan lahan pertanian berbanding lurus dengan penurunan etos
kerja di sektor pertanian, yang juga terjadi di daerah pedesaan Yogyakarta (Harini et al., 2012; Ritohardoyo,
2016). Banyak anak muda, sebagai pewaris tradisi pertanian keluarga, lebih memilih bekerja di sektor non-
pertanian. Hal ini menunjukkan adanya ancaman ketahanan pangan berkelanjutan terletak pada dua aspek
utama, yaitu: (i) pengurangan lahan pertanian; dan (ii) rendahnya minat penduduk, khususnya kaum muda,
dalam mengembangkan mata pencaharian pertanian (Pandangwati et al., 2024; White & Wijaya, 2024). Tentu
ada banyak alasan atau faktor lain yang terkait dengan ancaman terhadap ketahanan pangan ini, tetapi dua
aspek utama ini adalah faktor penentu yang paling jelas di masyarakat pedesaan.

Kekurangan lahan pertanian disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses dan
mengendalikan kepemilikan lahan (Farooq et al., 2022; Ngadi et al., 2023). Kemiskinan adalah alasan utama
mengapa masyarakat tidak mampu membeli dan menyediakan lahan tersebut. Terutama di daerah-daerah di
mana harga tanah sangat tinggi karena modernisasi yang didorong oleh pendidikan, pariwisata, keterjangkauan
perumahan, dan industri. Mereka biasanya berakhir bekerja sebagai buruh atau pekerja di lahan milik penduduk
desa yang kaya. Sementara itu, penduduk desa sering memilih untuk menjual tanah mereka kepada
pengembang perumahan atau pabrik industri, dan mengubah lahan pertanian menjadi kos-kosan atau rumah
sewa (Tohir et al., 2022; Zhang et al., 2023b). Tingkat kehilangan lahan pertanian di Yogyakarta terus
meningkat dari tahun ke tahun (B. Susilo, 2021).

Di wilayah Bantul, kekurangan akses lahan pertanian setidaknya dapat terkurangi dengan keberadaan
tanah-tanah kesultanan. Wilayah ini menjadi tempat keberadaan tanah kesultanan dalam jumlah cukup besar.
Kesultanan Yogyakarta, sebagai entitas kekuasaan memiliki kewenangan atas tanah kesultanan (sultan ground)
dan tanah kesultanan dalam bentuk tanah-tanah kas desa. Akses terhadap tanah ini pada umumnya digunakan
untuk tujuan pertanian (Prasada & Rosa, 2018; Rika et al., 2016). Tanah milik sultan dan tanah kesultanan itu
sendiri mencakup area seluas 57.000 hektar (Antara, 2024) Jumlah ini tentu sangat besar, sehingga dapat
menjadi alat yang ampuh untuk mengamankan lahan pertanian dan menciptakan ketahanan pangan di
Yogyakarta. Dalam proses pemanfaatan tanah kesultanan, masyarakat dapat mengajukan secara individual dan
kolektif untuk jenis-jenis pertanian yang akan dikembangkan kepada Paniterokismo. Perangkat kesultanan ini
bertugas mengakomodasi kepentingan masyarakat yang meminta penggunaan lahan di tanah milik kesultanan.
Di dalamnya ada pola dan mekanisme deliberatif, di mana warga diberikan hak berpendapat dan
mengusulkan inisiatif-inisiatif terkait jenis-jenis pertanian beserta unit usaha yang akan dikembangkan dalam
proses pemanfaatan itu. Mekanisme deliberatif komunitas ditengah relasi kuasa sistem monarki tradisional
kesultanan Yogyakarta ini tentu menjadi unik. Di satu sisi, ia menciptakan keterbukaan dengan membuka
ruang-ruang negosiasi dalam ranah demokrasi deliberatif yang memungkinkan setiap orang memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, mekanisme ini dapat menyebabkan terjadinya
penurunan eksistensi kraton Yogyakarta di hadapan warganya. Dilema permasalahan ini dapat saja terjadi saat
pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan bagi kelompok Lumbung Mataraman dilakukan untuk
pengembangan pertanian berkelanjutan.

Tulisan ini berupaya menjelaskan paradoks ini, dan membawanya pada suatu proses dan mekanisme
dalam membangun ruang-ruang negosiasi dan sistem demokrasi deliberatif pada pengambilan keputusan
terkait pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah Yogyakarta.

2. METODE

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
etnografi postkritis (Conder, 2024; Humaedi, 2015, 2016, 2020; Noblit & Anders, 2024). Pendekatan ini
merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode etnografi yang kaya akan deskripsi (Spradley, 2016).
Etnografi digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari
masyarakat. Pendekatan ini kaya akan perspektif, nilai, dan makna perilaku, baik secara individu maupun
kolektif. Etnografi deskriptif hanya merupakan upaya untuk menggambarkan pemahaman dengan makna yang
ada dari sudut pandang tertentu, tanpa dihadapkan dengan perspektif lain (dari aktor eksternal, pemerintah, dan
lain-lain). Inilah kelemahan etnografi deskriptif (Faro et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan
tersebut, saya berusaha mengadaptasi teori etnografi pasca-kritis yang dikembangkan oleh M. Alie Humaedi
dalam penelitian budaya dan antropologinya (Humaedi, 2015, 2016, 2020). Dalam bidang sosiologi,
pendekatan etnografi post-kritis adalah pendekatan etnografi yang berupaya menyatukan dan menegosiasikan
aspek sosial-budaya masyarakat dengan aspek formal pembangunan yang dibawa oleh pihak lain (pemerintah,
kesultanan). Singkatnya, pendekatan etnografi post-kritis berupaya mengungkap makna setiap sudut pandang
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dan perilaku kelompok sosial masyarakat yang diteliti, dan mengangkatnya sebagai bagian integral dari
kebijakan dan program pembangunan (Humaedi et.all, 2025).

Fokus perhatian dalam pengumpulan data terkait pemanfaatan tanah-tanah kesultanan oleh kelompok
Lumbung Mataraman di Bantul. Penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan
langsung dan diskusi focus terbatas (FGD) terhadap masalah-masalah utama terkait kelompok Lumbung
Mataraman dan pemanfaatan tanah-tanah Kesultanan. Adapun informan di komunitas pedesaan terdiri dari 20
orang, dan obyek amatan sebanyak satu kelembagaan Lumbung Mataraman di wilayah Bantul. Kabupaten
Bantul dipilih berdasarkan: (i) luas tanah kesultanan yang besar; (ii) keberhasilan program Lumbung
Mataraman yang dikembangkan berdasarkan pemanfaatan tanah kesultanan; (iii) tingkat keberhasilan dalam
pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda di bidang pertanian; dan (iv) penurunan ancaman kelaparan
dan krisis pangan setelah pelaksanaan program Lumbung Mataraman.

Pendekatan etnografi post-kritis dapat dilakukan secara teknis melalui langkah-langkah penelitian
terperinci seperti yang diuraikan oleh Humaedi (2020), dimulai dari upaya untuk mengumpulkan berbagai
informasi, mempelajari berbagai fenomena sumber daya, mengekstrak data, memahami melalui analisis dan
interpretasi, dan diakhiri dengan implementasi bantuan tindakan inovatif berupa model, peraturan (kebijakan)
dan penegasan penguatan program lumbung Mataraman secara nasional dan global yang mampu mendorong
proses kolaborasi emansipatoris antar pihak. Proses ini memungkinkan adanya kedampakan hasil penelitian
bagi kebijakan, program dan strategi Pembangunan pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada pemanfaatan
tanah-tanah kesultanan oleh kelompok Lumbung Mataraman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Mekanisme Deliberatif dalam Praktik Lumbung Mataraman

Akses pemanfaatan tanah kesultanan di Yogyakarta, khususnya oleh kelembagaan sosial Lumbung
Mataraman cukup unik. Di dalam proses itu bukan didasarkan pada instruksi atau ketetapan yang diatur oleh
pihak kesultanan, tetapi pilihan terhadap pengembangan pertanian terpadunya didasarkan pada inisiatif
kelompok Lumbung Mataraman masing-masing. Mereka pun kemudian mengajukan inisiatif itu kepada pihak
kesultanan, dengan cara menyampaikan pilihannya kepada Kalurahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
dan Paniterakismo. Semua inisiatif tersebut sepenuhnya akan disetujui, tanpa ada penolakan dari pihak
pemegang atau pemilik aset kesultanan tersebut. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme deliberatif
ditengah relasi kuasa yang didasarkan pada sistem monarki yang bersifat tradisional dan kharismatik.
Mekanisme deliberatif sepertinya seharusnya tidak terjadi pada kekuasaan yang bersifat monarki. Namun,
mekanisme deliberatif pada pilihan pemanfaatan tanah-tanah kesultanan benar-benar terjadi dalam lingkar
kekuasaan kraton Yogyakarta.

Penggunaan landasan kekuasaan sultan yang mendukung Lumbung Mataraman menunjukkan pola baru
dalam teori hubungan kekuasaan. Pola ini merupakan potret hubungan kekuasaan deliberatif. Dalam
menginterpretasikan diksi ini tidak hanya berarti satu kosakata yang berkaitan dengan deliberatif, tetapi juga
tiga kata yang membentuk satu frasa yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan deliberatif. Ini berarti bahwa
kata deliberatif menjadi "pola baru" dari eksistensi hubungan kekuasaan yang terdiri dari berbagai pola yang
telah berkembang sebelumnya. Pola patron-klien adalah pola utama yang berkembang dalam hubungan
kekuasaan, terutama dalam masyarakat tradisional dan konvensional yang berpegang teguh pada nilai-nilai
sosial lama (Guerrero-Sierra et al., 2024; Rajab et al., 2025; Setiawan, 2024a). Pola patron-klien adalah
hubungan kekuasaan yang terbentuk berdasarkan kepatuhan absolut tanpa negosiasi apa pun. Pola ini terbentuk
atas dasar bahwa pihak-pihak tertentu memiliki salah satu dari empat legitimasi yang dikemukakan oleh Weber
(Akdeniz, 2020; Du, 2022; Kokerer, 2024; Lottholz & Lemay-Hébert, 2016; Setiawan, 2024b), misalnya:
legitimasi tradisional (adat istiadat), legitimasi spiritual (agama); legitimasi politik; dan legitimasi ekonomi.

Deliberasi didefinisikan oleh Habermas sebagai hubungan antara aktor yang berkuasa, yang disebut
sebagai aktor pemilik kekuasaan, dan penantang, yang disebut sebagai aktor penerima kekuasaan, dalam
kerangka interpretatif untuk tujuan menegosiasikan kepentingan para aktor. Ruang negosiasi ini disebut ruang
relasi kekuasaan deliberatif (Habermas, 1982; Ingram, 2011; Kellner, 2000). Dalam ruang ini, kepentingan
pemilik kekuasaan dan penerima kekuasaan saling memainkan keterampilan sosial mereka dalam
menegosiasikan kepentingan masing-masing, sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Tujuan utama
ruang relasi kekuasaan deliberatif adalah sebagai arena untuk menarik akses ke sumber daya yang dimiliki oleh
aktor pemilik kekuasaan. Deliberasi dalam komunikasi dan interaksi sosial antara aktor yang berkuasa dan
klien merupakan pola baru yang telah berkembang dalam konteks Lumbung Mataraman di daerah pedesaan
yang memiliki tanah kesultanan. Kenyataan ini tentu merupakan contoh menarik dari “titik tengah antara
kepentingan dan pertimbangan tradisional dan rasional dalam relasi kekuasaan yang dibangun dalam
masyarakat”. Hubungan kekuasaan deliberatif akan sangat terlihat dalam hubungan kekuasaan yang dibangun
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antara rakyat Yogyakarta dan kerajaan, terutama dalam hal tata kelola dan pemanfaatan tanah kesultanan untuk
pertanian. Dengan demikian, tanah kesultanan tidak hanya dilihat sebagai "milik sultan", tetapi juga sebagai
arena negosiasi, diskusi, dan pertarungan antara aktor-aktor yang ingin mendapatkan akses pemanfaatan tanah
untuk sistem mata pencaharian mereka, khususnya di bidang pertanian.

Kebaruan yang berkaitan dengan teori relasi kekuasaan deliberatif dapat dikembangkan secara
komprehensif, terutama ketika ruang negosiasi untuk relasi kekuasaan terlihat jelas dalam institusi dan
organisasi sosial Lumbung Mataraman. Ruang ini mampu menempatkan saluran komunikasi antara kedua
pihak, di mana masyarakat dapat menyuarakan keinginan mereka dalam pemanfaatan lahan kesultanan di satu
sisi, dan di sisi lain kesultanan dapat menentukan atau merumuskan hal-hal baru sesuai keinginan warganya.

2. Lumbung Mataraman dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan

Keberadaan lumbung Mataraman di Yogyakarta sangat signifikan. Pada tahun 2025, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertanian mencatat setidaknya 450 Lumbung Mataraman dan kelompok
tani yang dibangun di seluruh wilayah pedesaan Yogyakarta (Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul diidentifikasi sebagai daerah dengan jumlah lumbung Mataraman yang
relatif besar (15 unit) dan ditambah dengan kelompok-kelompok tani dan kelompok wanita tani. Tingkat
aktivitas produksi dan distribusi pertaniannya pun cukup tinggi. Jumlah Lumbung Mataraman di Bantul relatif
lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Di sisi lain, wilayah ini juga merupakan daerah dengan sebaran dan
luas lahan kesultanan yang lebih besar, terutama lahan kesultanan, dibandingkan kabupaten lain.
Keberadaannya memiliki korelasi yang kuat dalam pemanfaatan lahan kesultanan untuk tujuan pengembangan
pertanian berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Lumbung Mataraman Timbul Asih. Kelompok Lumbung

Mataraman ini merupakan salah satu dari banyak lumbung Mataraman model di Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Data Percontohan Lumbung Mataraman
di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025

No Nama KWT Alamat Ketua Produk olahan
1 KWT Rahayu  Jurug, Bangunharjo, Sumarni Tempe olahan, lumpia, bakpia,
Sewon, Bantul berbagai macam keripik, berbagai
macam jajanan pasar.
2 KWT Wigati Muneng, Tirtohargo, Susi Dwi Bawang Merah Goreng, Piring
Kretek, Bantul Lestari Lombok, Piring BrambangBawang
Merah Goreng, Piring Lombok, Piring
Brambang
3 KWT Musim Muntuk, Muntuk, Dlingo,  Rubinem Thiwul aneka rasa, wedhang uwuh,
Panas rejeki Bantul aneka keripik
4 KWT Karya Dukuh, Sabdodadi, Tustiati Camilan instan jahe dan singkong
Boga Bantul, Bantul
5 KWT Saka Kalangan, Bangunjiwo, Masinem Telur asin, kacang tanah, bawang
Lestari Kasihan, Bantul bombai, madu, kacang hijau
6 KWT Srikandi  Mangiran, Trimurti, Rudiyantini Madu mongso, berbagai macam keripik
Srandakan, Bantul
7 KWT Mugi Ngunan-unan,Srigading, Mardinem Adrem, berbagai macam keripik,
Rahayu Sanden, Bantul bawang merah goreng
8 KWT Suka Palihan, Sidomulyo, Tasminah Berbagai olahan pisang, dodol pisang,
Maju Bambanglipuro tepung pisang, keripik pisang, dan
potongan pisang.
9 KWT Sido Somokaton, Sitimulyo, Erna Ristanti Lidah buaya dawet, berbagai camilan
Makmur Piyungan, Bantul
10  KWT Nusa Bongsren, Gilangharjo, Wiwik Pita ketan, lemper, berbagai macam
Indah Pandak, Bantul Kurniati keripik
11 KWT Shafa Wonokromo 1, Wiwik Berbagai macam keripik
Marwa Wonokromo, Pleret, Rahmani
Bantul
12 KWT Tegal Kenongo, L. Genduk Emping melinjo aneka rasa, aneka
Kenanga 08 Tirtonirmolo, Kasihan, Priyani peyek, minuman monja, permen kayu
Bantul putih
13 KWT Srikandi  Tangkil, Srihardono, Rokhawati Peyek gembus, peyek kedelai, madu

Pundong

mongso
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14 KWT Melati Bodon, Jagalan, Rini Suprapti Belimbing manisan dan sirup, keripik
Banguntapan, Bantul bayam, keripik jagung
13  KWT Mekar Bakal, Argodadi, Sedayu, = Wadiyah Sambal instan, ikan lele beku, keripik
Jannah Bantul pare.
14 KWT Kwasen, Srimartani, Ana Marfu'atin ~ Permen pepaya, keripik pepaya, acar
Puspitasari Piyungan, Bantul berbagai buah-buahan.

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan table di atas, partisipasi aktif masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, seperti
Kelompok Perempuan Petani (KWT) (Wati et al., 2021). Bagi petani, seperti halnya masyarakat umum,
partisipasi mereka tentu saja sebagai anggota aktif. Partisipasi mereka berada di sektor hulu, yaitu
mengaktifkan lahan pertanian mereka sendiri, mengolah lahan, atau memberikan akses ke tanah kesultanan,
untuk menghasilkan panen yang besar (Wati et al., 2021). Dengan hasil panen tersebut, mereka dapat
menyediakan pasokan pangan yang dapat dikelola oleh Lumbung Mataraman.

Program Lumbung Mataraman membutuhkan partisipasi aktif penuh dari kelompok masyarakat. Hal ini
terutama berlaku ketika Lumbung Mataraman diproyeksikan untuk diimplementasikan sebagai koperasi desa.
Artinya, dari segi peraturan program, program ini seperti koperasi (Suryaningrum et., 2024). Namun, dalam
praktiknya, program ini melampaui kegiatan koperasi pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan mencakup
seluruh rantai pasokan, dari hulu hingga hilir, sehingga ketersediaan dan distribusi pangan telah direncanakan
sejak awal oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks partisipasi, seorang petani di Bantul, ia dapat menjadi anggota aktif yang memberikan
pendapat, saran, dan investasi untuk membantu anggota lain di kelembagaan sosial Lumbung Mataramnya.
Setiap Lumbung Mataram biasanya terdiri dari sekitar 20 hingga 75 anggota, yang mewakili rumah tangga di
dalam desa administratif atau daerah pedesaan tertentu. Inisiatif atau pendapat terkait jenis usaha pertanian
beserta unit-unit usahanya dapat dibagikan secara deliberatif selama rapat umum, rapat tengah tahun, rapat
akhir tahun, atau diskusi informal dengan pengurus mengenai hal-hal yang dianggap penting dan strategis
untuk pengembangan dan kemajuan Lumbung Mataram.

Sebagai pengelola, mereka berupaya untuk secara aktif mengelola Lumbung Mataraman dengan baik,
transparan, adil, dan dengan cara yang menguntungkan semua anggota. Pengelolaan mereka tentu saja
berupaya untuk mengaktifkan sektor hulu sebagai sumber produksi, dengan memberikan bantuan, mengajukan
permohonan dukungan dari pemerintah terkait fasilitas dan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh
anggota, atau proses budidaya yang dianggap terbaik dan paling unggul. Di sektor produksi pertanian hilir, tim
pengelola berupaya untuk mengelola simpanan atau tabungan anggota dalam bentuk hasil panen, menyimpan
dan mendistribusikan hasil panen ke pasar dengan jaminan harga yang menguntungkan petani.

Anggota Lumbung Mataraman juga dapat mengembangkan unit-unit usaha yang mendukung jenis
pertanian terpadu yang diajukannya, atau sebaliknya mencari jenis usaha yang mengembakan produksi lanjutan
dari sektor hulunya. Tim pengelola Lumbung Mataraman yang ditunjuk secara aklamasi berupaya untuk
bertindak sebagai mediator terbaik antara kepentingan petani anggota dan pasar. Masyarakat umum di luar
keanggotaan Lumbung Mataraman dapat berpartisipasi dalam memajukan program ini dengan mengakses
pasar produksi Lumbung Mataraman, yang umumnya unik. Sebagai mata rantai terakhir dalam rantai produksi,
kesediaan masyarakat untuk menerima produksi dan produk olahan dari Lumbung Mataraman merupakan nilai
strategis dalam memajukan dan mendorong keberlanjutan program ketahanan pangan ini.

Partisipasi aktif dari pengurus, anggota, dan masyarakat tercermin dengan baik dalam Lumbung
Mataraman yang bernama Timbul Asih. Kelembagaan sosial ini mengajukan akses pemanfaatan tanah
kesultanan sebesar 5 hektar, dan dikembangkan untuk pertanian sawah padi dan unit usaha penggilingan dan
pupuk. Lumbung Mataraman ini didirikan di Bantul pada tanggal 27 Maret 2014, dengan 32 anggota dan
dipimpin oleh Bapak Muslim. Organisasi ini memiliki aturan tersendiri untuk memastikan semua anggota dapat
berpartisipasi dan menabung di Lumbung Mataraman mereka. Semua anggota setuju untuk menabung 50 kg
beras kering siap giling per anggota pada setiap musim panennya.

Selain itu, mereka sepakat bahwa setiap pinjaman beras kering maksimal 1 kuintal, dan akan dikenakan
biaya 10% dari jumlah pinjaman. Mereka menyebutnya sebagai "biaya layanan,” bukan bunga atau biaya
pinjaman. Beberapa aturan lainnya adalah sebagai berikut: (i) jika seseorang meminjam beras atau padi, mereka
harus mengembalikannya dalam bentuk beras (padi), dan harus dibayar kembali dalam tiga angsuran selama
tiga musim panen, dengan maksimal tiga angsuran; (ii) biaya layanan sebesar 10% dikenakan untuk pinjaman;
(iii) cadangan beras wajib sebesar 50 kg per panen; (iv) kontribusi bulanan sebesar Rp. 50.000; dan (v) rapat
anggota diadakan setiap minggu pada hari pembayaran upah.

Mengenai pengembalian padi, anggota Lumbung Mataraman diharuskan mengembalikannya dalam
bentuk padi dari panen terakhir mereka, dan padi tersebut harus bersih dan bebas dari kotoran. Jenis beras tidak
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mempengaruhi proses pinjaman ini, kecuali jika pinjaman diberikan dalam bentuk beras (Wawancara dengan
Kepala Lumbung Mataraman Timbul Asih, Bapak Muslim, Februari 2025). Berikut ini adalah catatan dari
kegiatan Lumbung Mataraman Timbul Asih.

Gambar 1. Contoh Kegiatan di Lumbung Mataraman Timbul Asih Bantul
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Sumber: Data Primer, 2025

Catatan di atas menunjukkan adanya mekanisme distribusi antara penyimpanan dan peminjaman beras
yang dilakukan para anggota. Sekalipun catatan bersifat sederhana, namun setiap anggota memahami dan
mempercayai antara satu dengan lainnya. Ikatan kepercayaan dan kegotongroyongan dalam Lumbung
Mataraman menjadi perangkat penting dalam menggerakkan aktivitas kelembagaan sosial ini. Pelanggaran atas
kesepakatan akan terkena sanksi sosial bersama yang memungkinkan anggota masyarakat mengalami tekanan
secara sosial. Karenanya, mekanisme sosial jauh lebih dikembangkan daripada aturan prosedural.

3. Relasi Kuasa Deliberatif dalam Akses Pemanfaatan Tanah

Hingga tahun 2025, Lumbung Mataraman masih ada dan aktif menggerakkan program ketahanan pangan
di pedesaan Yogyakarta. Idealnya, setiap desa memiliki satu Lumbung Mataraman. Namun, kenyataannya, ada
beberapa desa yang memiliki dua atau tiga Lumbung Mataraman. Meskipun program ini ditekankan di tingkat
desa, seringkali masyarakat di tingkat dusun atau perdukuhan (sub-pemerintahan di bawah desa) mengambil
inisiatif untuk mendirikan lembaga-lembaga ini. Terlebih lagi, kegiatan Lumbung Mataraman tidak selalu
berorientasi pada pengembangan sektor hulu pertanian, tetapi juga memungkinkan kegiatan di sektor hilir
pertanian. Ketika aspek hilir ini diberi ruang, banyak kegiatan usaha berbasis sektor pertanian dikembangkan
oleh masyarakat.

Sektor pertanian hulu mencakup semua aspek budidaya, pengembangan benih, dan produktivitas
pertanian. Bentuk jadi dari pengembangan sektor hulu, misalnya: padi, jagung, umbi-umbian (singkong, ubi
jalar), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kedelai), rimpang, sayuran, buah-buahan, dan produk
pertanian non-pangan (nilam, rumput gajah). Tingkat produktivitas sektor pertanian hulu sepenuhnya
bergantung pada (i) ketersediaan lahan yang memadai, luas, dan sesuai (subur) untuk tanaman; (ii) pemanfaatan
teknologi yang tepat yang memfasilitasi produktivitas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; (iii)
dukungan dari saran dan infrastruktur pertanian; dan (iv) sistem manajemen yang baik, cerdas, efektif, dan
efisien (Barki & Rachmah, 2024; Farah et al., 2025).
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Dari keempat aspek peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian, ketersediaan lahan merupakan hal
yang sangat penting. Aspek ini mencakup beberapa sisi. Pertama, wilayah tersebut berkaitan dengan
ketersediaan lahan yang dianggap sebagai wilayah ideal untuk pengembangan pertanian. Misalnya, usaha tani
padi sawah memerlukan lahan minimal 0,5 hektar untuk satu keluarga atau satu rumah tangga, sesuai
perhitungan BPS (Girma Asefa & Ayalew Muluken, 2024). Luasan 0,5 hektar menjadi perhitungan terbaru
oleh BPS pada tahun 2000-an terkait kemampuan petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, baik
kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sebelumnya, angka ideal pertanian padi sawah setidaknya 2 hektar per
setiap rumah tangga, hal serupa juga terjadi di Vietnam dan Bangladesh (Bich Tho & Umetsu, 2022; Girma
Asefa & Ayalew Muluken, 2024; Salam et al., 2023).

Aspek luas lahan menjadi bermasalah ketika suatu wilayah telah mengalami banyak reorganisasi spasial
akibat pesatnya perkembangan industri, pariwisata, dan pendidikan. Reorganisasi spasial ini menyebabkan
lahan pertanian berubah menjadi rumah kos, restoran, hotel, dan destinasi wisata. Penyusutan dan konversi
lahan pertanian menjadi lahan industri dan perdagangan umum di Yogyakarta dalam periode lima tahun (2015-
2020) mencapai 2.520 hektar. (Puspitaningrum & adi Mudiparwanto, 2024; Sustyaningrum et al., 2024a)Angka
ini setidaknya menghilangkan jumlah produksi beras sekitar 12.600 ton per musim (Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY, 2025; Sustyaningrum et al., 2024b). Akhirnya, wilayah Yogyakarta telah mengalami
defisit beras yang besar dalam lima tahun terakhir (Harini et al., 2023).

Daerah pedesaan sebelumnya dikenal karena kemampuannya menghasilkan beras dalam jumlah besar,
dan pernah mengalami surplus beras. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan luas lahan dan konversi
lahan dengan mekanisme reorganisasi spasial dari pertanian ke industri dan perdagangan telah menyebabkan
penurunan produktivitas produk pertanian. Meskipun teori terbaru tentang produktivitas pertanian menyatakan
bahwa hasil pertanian tidak selalu berdasarkan luas lahan, dan tidak selalu berdasarkan penggunaan lahan
(Ivanka et al., 2024), namun pada kenyataannya, teori ini tidak sejalan dengan situasi faktual di Yogyakarta.
Bahkan, pada tahun 2024, Yogyakarta pedesaan dinobatkan oleh BPS sebagai salah satu provinsi termiskin di
Indonesia, dan daerah yang mengalami krisis pangan (Indrakusuma et al., 2024; Samputra & Antriyandarti,
2024; Y. S. Susilo, 2010b).

Peringkat terendah ini didasarkan pada analisis pemenuhan kebutuhan dasar (PBB), sebagaimana
digunakan oleh badan PBB (Indrakusuma et al., 2024; Y. S. Susilo, 2010b). Terlepas dari penolakan
pemerintah DIY terhadap peringkat provinsi tersebut, kenyataannya adalah wilayah Yogyakarta mengalami
penyusutan lahan pertanian yang besar sehingga mengganggu produktivitas pertanian. Fakta ini membuktikan
bahwa luas lahan merupakan salah satu indikator penting peningkatan kuantitas produksi pertanian (Liu et al.,
2020).

Kedua, aspek kesuburan tanah. Aspek ini umumnya disebabkan oleh kandungan nutrisi tanah yang cukup
baik untuk perkembangan tanaman. Kandungan ini tentu ada pada tanah yang belum diolah secara intensif
untuk pertanian dalam berbagai sistemnya. Tanah dengan intensitas pengolahan yang tinggi memiliki
kandungan nutrisi yang rendah. Oleh karena itu, wajar jika tanah seperti itu membutuhkan penggunaan pupuk
organik dan non-organik dalam jumlah besar. (Ma et al., 2023)Beberapa teknik untuk mengembalikan
kesuburan tanah telah dilakukan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi budidaya secara berselang-
seling. Hal ini memungkinkan tanah untuk tidak jenuh, tetapi terus menghasilkan kesuburan yang memadai .
(Hartina et al., 2025; Zong et al., 2024)Oleh karena itu, lahan baru yang baru saja dibersihkan untuk pertanian
akan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, aksesibilitas jarak ke lahan pertanian. Dalam tradisi Jawa, ruang mata pencaharian (sawah dan
kebun) umumnya dekat dengan ruang permukiman. Desain organisasi spasial semacam ini telah diatur sejak
proses “babad alas” (membuka hutan) dari tradisi leluhur. Pilihan ini bertujuan untuk memungkinkan
masyarakat mengelola sawah dan kebun mereka dengan baik dan mudah. Namun, seiring waktu, terutama
ketika Yogyakarta menjadi destinasi wisata dan pendidikan, reorganisasi ruang pertanian menjadi pemukiman
baru (perumahan, hotel, ruang mata pencaharian non-pertanian) sangat tinggi. Sawah dan ladang mulai jauh
dari daerah permukiman mereka. Bahkan, pembelian sawah atau kebun baru setelah penjualan lahan pertanian
di sekitar rumah mereka sering kali jauh di luar desa dan kecamatan mereka. Situasi ini memengaruhi
produktivitas pertanian yang mereka kelola.

Tiga aspek terkait luas lahan di atas juga terlihat dalam pengelolaan pertanian di masyarakat pedesaan
Yogyakarta. Ancaman kehilangan lahan akibat reorganisasi spasial atau kemiskinan masyarakat ditanggapi
oleh pemerintah Yogyakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta dengan menyediakan lahan baru untuk sektor
pertanian yang dikelola masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan amanat UU No. 13/2012 tentang
Kekhususan Daerah Yogyakarta, yang salah satunya berisi pengaturan khusus terkait hukum dan tanah,
pemerintah DIY mendorong pengendalian dan pengaturan tanah kesultanan (Widiyasno et al., 2020). Terlebih
dalam UU tersebut disebutkan bahwa tanah Kesultanan dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan
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masyarakat. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua kriteria tanah kesultanan yang dapat dikembangkan untuk
kepentingan pertanian bagi kelompok Lumbung Mataraman itu.

Tanah kas kalurahan adalah tanah asset di tingkat kalurahan yang berasal dari pemberian kesultanan di
masa lalu atau tanah hasil babad alas bersama-sama warga. Sebelum tahun 2012, tanah-tanah tersebut dimiliki
dan dikelola oleh desa (Kalurahan). Tanah ini dialokasikan untuk insentif tambahan bagi pejabat desa, fasilitas
umum, dan lapangan kerja jaminan sosial bagi warga yang dianggap kurang mampu. Semua pengelolaan
diserahkan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa. Namun, pada tahun 2015, terjadi penertiban tanah-
tanah kas desa tersebut. Semua tanah kas menjadi “Tanah Kesultanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa”.
Klausul ini menyiratkan bahwa semua tanah di Yogyakarta yang belum bersertifikat atau dikendalikan oleh
pemerintah kesultanan dan pemerintah provinsi Yogyakarta pada dasarnya milik Kesultanan Yogyakarta.

Oleh karena itu, semua tanah kas desa didorong untuk bersertifikat dengan nama “Tanah milik Kesultanan
yang digunakan oleh Pemerintah Desa, misalnya Desa Sidorejo”. Pada tahun 2025, total luas lahan kesultanan
yang berasal dari lahan kas desa akan mencapai 13.010 hektar atau sekitar 1600 bidang tanah. Ini setidaknya
72 persen dari total luas lahan kas desa di seluruh wilayah Yogyakarta (Erna Sri Wibawanti et al., 2024).

Kedua, tanah yang berasal dari Tanah Sultan (SG) dan Tanah Pakualaman (PG). Tanah-tanah ini
merupakan hak eksklusif keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman. Tanah-tanah ini sebelumnya
dikendalikan oleh kedua keluarga tersebut melalui akuisisi langsung, penyerahan kekuasaan, upeti, atau hadiah
dari raja-raja yang ditaklukkan atau mengakui kekuasaan Mataram (Illiyani, 2020). Luas dan distribusi Tanah
Sultan dan Tanah Pakualaman dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini (Tabel 3).

Tabel 2. Luas dan Distribusi Tanah Sultan dan Tanah Pakualaman.

Akses Area Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Thpd
N Kabupaten Area Swapraj | Administrat Tanah Total Luasan
/ ap J Ao [ CD SG PAG Kas Propin
° Kota P Desa si
(ha) | (ha) %) (ha) | (ha) | (ha) (ha) (ha) %)
1 Kota 325 80,05 246 | 21,8 80,05 3,00 16,11 104,94 0.03
Yogya 9
2 Sleman 47.482 30,16 0.64 | 1,70 | 306,16 - | 643530 | 6.743,16 221
3 Kulonprog | 58.627 | 1.037,6 1.77 -| 2.051,9 | 330,62 | 2.746,54 | 5.128,95 1.68
0 5 9
4 | Bantul 50.685 | 1.669,7 329 | 10,0 | 2.081,3 | 962,62 | 3.247,54 | 6.301,50 2.06
5 0 4
5 Gn. kidul 148.53 581,50 0.39 -| 581,50 - 581,50 | 1.163,00 0.38
6
Total 305.65 | 3.675,1 855 33,5| 5.101,0 | 1.296,2 | 13.010,6 | 19.441,5 6.38
5 1 9 4 4 8 5

Sumber: Puslitbang BPN RI, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa Sultan Yogyakarta menguasai banyak lahan (SG) di wilayah Sleman,
Bantul, dan Gunungkidul. Sementara itu, keluarga Pakualaman memiliki lahan PG yang luas di Kulonprogo
dan Gunungkidul. Dengan total luas lahan yang begitu besar, keberadaan lahan ini sangat berkontribusi pada
pengembangan sektor pertanian di wilayah Yogyakarta.

Pemanfaatan lahan SG/PG sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh kesultanan. Melalui mekanisme
pengajuan kepada Paniterokismo, kesultanan memberikan hak kepemilikan dan pengelolaan kepada
masyarakat yang menerima hibah atau permohonan tertentu yang disetujui. Para penerima hibah kemudian
mengelola lahan SG/PG sesuai dengan perjanjian pemanfaatan dengan kesultanan.

Apa yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta sebelumnya, kemudian dikembangkan dalam bentuk yang
cukup progresif. Salah satunya adalah dalam bentuk penegasan penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah
kesultanan untuk mendukung pertanian berkelanjutan melalui program Lumbung Mataraman. Jika sebelumnya
pemberian hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan kesultanan lebih terbatas dan ditentukan oleh kesultanan,
kini proses dan tujuan pemanfaatannya didiskusikan bersama antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat
(kelompok petani) yang mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kesultanan tersebut. Dalam konteks ini,
Lumbung Mataraman tampak sebagai ruang negosiasi dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan
penguasa mereka (Niehaus, 2023), baik aktor kekuasaan dalam pengertian legitimasi tradisional (Kesultanan)
maupun aktor kekuasaan dalam pengertian administratif formal (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten).

Mekanisme pelaksanaan program Lumbung Mataraman didasarkan pada usulan dari anggota masyarakat
atau kelompok petani di tingkat desa. Mereka dapat mengusulkan dua sektor sekaligus (hulu - hilir) atau secara
terpisah (hulu atau hilir), seperti: (i) Lumbung Mataraman berbasis produktivitas pertanian organik, dan
perluasan distribusi produksi kepada konsumen; (ii) Lumbung Mataraman mendorong budidaya pisang, dan
pengembangan keripik pisang sebagai komoditas unggulan; (iii) Penciptaan Budidaya Bawang Bombay
dengan Dukungan Lumbung Mataraman; (iv) Lumbung Mataraman dengan meningkatkan Budidaya Kedelai,
dan pengembangan keripik tempe; atau (v) Lumbung Mataraman khusus pengolahan dan pemasaran keripik
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tempe, keripik pisang, biji melinjo, bawang goreng, dan lain-lain. Semua usulan ini didasarkan pada hasil
musyawarah atau pertemuan anggota masyarakat yang dikembangkan berdasarkan visi bersama, karakter mata
pencaharian yang sama, dan kedekatan jenis usaha yang dikembangkan sebelumnya.

Untuk mengatasi kendala utama terkait keterbatasan atau tidak tersedianya lahan untuk sektor pertanian
hulu, setiap kelompok mengkomunikasikan hal ini kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, sebagai sektor utama. Melihat nilai strategis dari usulan dan inisiatif masing-masing kelompok,
Dinas membahas masalah ini dengan kesultanan untuk mendapatkan dukungan berupa penyediaan tanah
kesultanan, baik dari SG/PG maupun tanah kas desa. Paniterokismo dan Danaraiya Keistimewaan memberikan
pertimbangan terkait usulan tersebut, dan berdiskusi antara pihak-pihak terkait (masyarakat pengusul, kantor).
Jika usulan tersebut bernilai strategis dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,
maka akan diberikan jatah tanah kesultanan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung usulan tersebut.
Dukungan ini penting agar masyarakat dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan usulan mereka.
Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan dukungan dana APBN, juga memberikan
bantuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok petani.

Meskipun hanya terlihat dari aspek penyediaan tanah, respons kesultanan yang bersedia menyerahkan
asetnya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tanpa konsekuensi berupa sewa dan lainnya,
merupakan bukti keberadaan kekuasaan sosialis dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi deliberatif.
Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan Kesultanan Yogyakarta telah melampaui tradisi dan sistem
monarki feodalnya, dari kekuasaan feodal menjadi kekuasaan yang bersedia mendengarkan keinginan dan
kepentingan masyarakat. Secara teoritis, proses demokrasi deliberatif terlihat dalam pertukaran dan diskusi
tentang penggunaan aset penguasa oleh masyarakat (kelompok petani/kelompok perempuan petani),
pemerintah (Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat) dan kesultanan (Paniterakismo). Akhirnya,
tanah kesultanan dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan pertanian
berkelanjutan, mengatasi krisis pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kekuasaan
sultan terwujud bagi rakyatnya (Setiawati, 2011).

4. KESIMPULAN

Program Lumbung Mataraman yang dilakukan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan sebuah kebijakan dan program yang diikhtiarkan untuk membangun ketahanan pangan dan
pengembangan pertanian berkelanjutan di masyarakat. Penghilangan kelaparan dan menyediakan pangan yang
cukup di tingkat pedesaan menjadi fokus tujuan program Lumbung Mataraman ini. Sebagai sebuah program
pemerintah, program ini mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Ngayogyakarta sebagai entitas kekuasaan
tradisional yang dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2012 terkait Keistimewaan Yogyakarta. Dukungan itu
adalah pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan, baik dalam bentuk Sultan Ground ataupun tanah
kas kalurahan yang hak pengelolaannya diserahkan kepada pihak Kalurahan.

Masyarakat pun berpartisipasi penuh untuk mengikuti dan melaksanakan program ini sebaik mungkin.
Namun, partisipasi itu sering kali dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan pertanian untuk pelaksanaan
inisiatif-inisiatif kolektif pengembangan pertanian terpadu dan unit-unit usaha pelengkapnya. Walaupun pada
pengusulan inisiatif secara deliberatif di tingkat individu, setiap orang diminta untuk memberikan
pertimbangan dan solusi atas ketersediaan lahan yang dibutuhkan itu. Pada praktiknya, akses pemanfaatan
lahan kepada perseorangan di tingkat pedesaan yang terbatas pun tidak mungkin dilakukan.

Dengan mempertimbangkan dukungan akses yang disediakan oleh pihak kesultanan, banyak kelompok
Lumbung Mataraman yang mengajukan inisiatif-inisiatif usaha pengembangan pertanian beserta unit-unit
usahanya secara deliberatif kepada pihak kraton untuk memberikan tanah-tanah kesultanannya. Dalam konteks
ini, pihak kesultanan pun memberikan izin dan akses terhadap tanah kesultanan berdasarkan inisiatif yang
diajukan. Tidak ada kasus penolakan apapun dari Kraton, saat pengajuan inisiatif pemanfaatan tanah kesultanan
itu untuk pertanian dan unit usaha yang dikembangkannya. Semua usulan dan inisiatif yang dilakukan secara
deliberatif oleh kelompok Lumbung Mataraman diterima baik.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa aktivitas Lumbung Mataraman tidak sekadar diartikan sebagai
sebuah program pemerintah terkait pembangunan pertanian saja. Namun, di dalamnya ada proses dan
mekanisme deliberatif di mana setiap usulan dan inisiatif masyarakat dalam pemanfaatan tanah-tanah
kesultanan itu direspons baik oleh Kesultanan. Penerimaan inisiatif secara deliberatif itu telah menciptakan
suatu ekosistem baru dalam relasi kuasa pada sistem monarki tradisional yang ada. Sistem ini pada umumnya
bertumpu pada pola patron klien secara kaku dan tidak menghendaki adanya inisiatif dari pihak masyarakat.
Terlebih ketika masyarakat meminta akses terhadap asset kesultanan. Namun, pola patron klien di lingkungan
masyarakat Yogyakarta bertransformasi menjadi pola deliberatif, di mana setiap usulan dan inisiatif didengar,



21 Seminar Nasional FISIP UNSAP 2026, pp. 12-24

dipertimbangkan dan diafirmasi sebaik mungkin. Pola deliberatif seperti inilah yang perlu dikembangkan oleh
pihak pemerintah di berbagai tingkatnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan
program pembangunannya.
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